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ABSTRAK 

Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Penggunaan SKP 
Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene 

Suharming 
armin.syahbandar@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Penggunaan SKP Pada Kantor Unit 
Penyelenggara Pelabuhan Majene. Penelitian ini bertujuan rnengetahui sistem dan 
metode evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai, factor pendukung kinerja Sasaran Kinerja 
Pegawai, dan untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangi 
hambatan dalam evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara 
Pelabuhan Majene. 

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk 
wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara dengan informan 
Kepala, Pejabat dan Staf pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 
Majene.Sedang untuk studi dokumen berupa kebijakan yang diterapkan, dan laporan 
pelaksanaannya pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene.Hasil penelitian 
dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta pengambilan keputusan dan 
veriflkasi. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan SKP telah mengikuti 
ketentuan atau pedoman yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 101 Tahun 2013 tentang Tatacara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Perhubungan. Proses tersebut terdiri atas 
penyusunan SKP, pedoman tugas jabatan, pencatatan basil kerja, pelaporan, serta 
penilaian. Selain itu, kineija SKP pemangku jabatan secara kumulatif setiap tahunnya 
mengalami peningkatan. Ini disebabkan oleh konfigurasi faktor cara pandang para 
pegawai yang terbuka menerima perubahan dan perkembangan, kemampuan rnereka 
memanfaatkan tolls SKP dan sarana prasarana pendukung, serta faktor kepemimpinan 
yang kondusif, dukungan ketersediaan sarana dan prasarana, dan terbangunnya 
kerjasama dian tara para pegawai pemangku jabatan. 

Kesimpulan lainnya bahwa kinerja kegiatan tugas jabatan sebagai komponen 
SKP menunjukkan polarisasi yang mengambil bentuk berupa peningkatan kinerja 
kegiatan tugas jabatan setiap tahunnya, fluktuasi kinerja kegiatan tugas jabatan, 
kinerja kegiatan tugas jabatan yang statis, kinerja kegiatan tugas j abatan yang 
meningkat kemudian menjadi statis. Polarisasi yang demikian itu dimungkinkan oleh 
tingkat kesulitan atau kemudahan dari masing-masing kegiatan tugas jabatan tersebut 
yang berbeda. 
Kata Kunci: Evaluasi, kinerja 
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ABSTRACK 

Evaluation of Employee Working Target (SKP) 
in Port Organizing Unit in Majene 

Subarming 
armin.syahbandar@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

Evaluation of Employee Working Target (SKP) in Port Organizing Unit in 
Majene. This research aims to identify the evaluation system and method of 
Employee Working Target, motivating factors of Employee Working Target, and 
efforts done to settle the obstacles in evaluating the Employee Working Target in 
Majene Port Organizing Unit. 

This research uses descriptive qualitative approach. Data collection is done 
through observation, interview, and document review. The interviewees are Head of 
Majene Port Organizing Unit as well as the officer and staff. Documents to review 
consist of document of applied policy and implementation report. Data is then 
processed for data reduction, data display, as well as conclusion drawing and 
verification. 

Result shows that the implementation of Employee Working Target has 
followed the requirement and guidelines stated in the Minister for Transportation 
Regulation No. PM 91 of 2013 on Assessment Procedure of Civil Servant Work 
Performance/ Achievement in Ministry of Transportation. The process consists of 
preparation of Employee Working Target, guideline of duty, record of work output, 
report, and assessment. In addition, performance of Employee Working Target of 
officials increase every year. This is caused by configurational factor of employee 
openness towards change and development, employee ability in using Employee 
Working Target tolls and supporting infrastructure, conducive leadership, available 
facilities and infrastructure, and good cooperation among officials. 

Work performance of duty office as Employee Working Target component 
shows polarization such as improvement, fluctuation, and constancy of work 
performance every year. The polarization is made possible by the level of difficulty 
or ease of varying duty office. 
Keywords: Evaluation, Work Performance 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Penelitian dengan judul Evaluasi Kinerja Sasaran Kerja Pegawai Pada Kantor Unit 

Penyelenggaran Pelabuhan Majene dilakukan pada Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Majene.Agar penyajian data-data penelitian pada deskripsi berikutnya 

lebih lengkap, maka pada bagian awal disajikan deskripsi tentang lokasi penelitian ini 

dengan fokus pada gambaran umum, struktur organisasi, dan keadaan pegawai. 

1. Tugas Pokok dan Fungsi 

Secara geografis Kantor Unit Penyelengggara Pelabuhan Kelas III Majene 

terletak di Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi 

Tengah dan Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Majene 

Kantor Unit Penyelengggara Pelabuhan Kelas III Majene sebagai salah satu unsur 

dalam penyelenggaraan pelayaran merupakan tempat untuk menyelenggarakan 

pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan ekonomi lainnya dan 

dilaksanakan secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai 

dengan tingkat kebutuhan. 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene merupakan salah satu unit 

Pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian 

Perhubungan, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 62 Tahun 

2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan, berdasarkan Keputusan 

Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2010 tersebut, Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan terdiri atas Petugas Tata Usaha, Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut dan 
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Pelayanan Jasa, Petugas Fasilitas Pelabuhan 

Kesyahbandaran 

43 

dan Ketertiban, Petugas 

Untuk memperlancar kegiatan pemberian pelayanan lalu lintas angkutan 

Laut, keamanan, ketertiban dan keselamatan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Majene mempunyai 6 (enam) Wilayah Kerja yaitu: 

a. Wilayah Kerja Malunda; 

b. Wilayah Kerja Pamboang; 

c. Wilayah Kerja Palipi; 

d. Wilayah Kerja Sendana; 

e. Wilayah Kerja Campalagian; 

f. Wilayah Kerja Tinambung. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 tahun 2010 tugas 

pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah : 

Sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Lau~ 

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan 

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan , keselamatan 

dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa 

kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial. 

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Penyelenggara Pelabuhan 

Majene mempunyai fungsi : 
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a. Penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah 

Lingkungan Kerja (DLKr) dan Dareah Lingkungan Kepentingan (DLKp) 

Pelabuhan; 

b. Penyediaan dan Pemeliharaan penahan Gelombang, kolam pelabuhan, alur 

Pelayaran dan sarana bantu navigasi pelayaran; 

c. Penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan ; 

d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan; 

e. Pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan usaha jasa terkait dengan 

kepelabuhanan dan angkutan di perairan; 

f. Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan 

g. Penjaminan keamanan dan ketertiban di Pelabuhan; 

h. Pemeliharaan kelestarian lingkungan di Pelabuhan; 

t. Penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran dan; 

J. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan 

masyarakat. 

Kemudian terdapat petugas yang membantu Kepala Kantor sesuai dengan ruang 

lingkup tanggungjawabnya. Masing-masing petugas tersebut dapat dijelaskan berikut 

ill I. 

a. Petugas Tata Usaha 

Petugas tata usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan keuangan, 

kepegawaian dan umum , hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan di 

lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. 
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b. Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut Dan Pelayanan Jasa 

Petugas Lalu lintas dan angkutan laut ( LALA ) dan kepelabuhanan 

mempunyai tugas melakukan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan penahan 

gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran, 

penjaminan kelancaran arus barang penumpang dan hewan, penyediaan dan/atau 

pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha 

jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan. 

c. Petugas Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban 

Petugas Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan 

Kerja ( DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepent:ingan (DLKp) pelabuhan penyediaan 

fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan, penjaminan keamanan dan 

ketertiban di pelabuhan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan. 

d. Petugas Kesyahbandaran 

Petugas Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan penytapan bahan 

pengawasan keselamatan dan keamanan. 

e. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 

dengan jabatan fungsional masing- mas in g. 

2. Struktur Organisasi 

Sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi bahwa suatu struktur organisasi adalah 

merupakan pencerminan daripada apa yang terjadi dari tugas pokok, wewenang, 
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fungsi dan kewajiban dari suatu organisasi dan disamping itu struktur organisasi 

baruslah disusun berdasarkan tuntutan kebutuban secara objektif. Struktur organisasi 

juga harus disusun sesederhana mungkin, tetapi dapat mencakup keseluruban tugas 

pokok, fungsi dan tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari organisasi. 

Struktur organisasi adalah cara organisasi mengatur hubungan antara bagian­

bagian serta kewenangan dan tanggung jawab dalam tugas untuk tiap bagian. Untuk 

dapat memahami bagaimana cara organisasi bekerja adalah dengan mempelajari 

struktur organisasi yang dirancang untuk menetapkan pola hubungan maupun 

kewenangan dan tanggungjawab setiap unit atau subbagian. 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene adalah unit pelaksana teknis di 

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal 

Perhubungan Laut, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 62 Tahun 

20 I 0 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. 
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I 
PETUGAS 

KESY AHBANDARAN 

M. YAHYA.S 

Gambar 4.1: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit 
Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Majene, Sesuai 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tabun 2010 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor dibantu oleh : 

a. Petugas Tata Usaha yang terdiri dari : 

1) Kepegawaian ; 

2) Bendahara Penerima/ Pengeluaran; 

3) Kearsipanl Statistik. 

Petugas tata usaha menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 

2010 ten tang Organisasi dan Tatakerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

mempunyai tugas melakukan kegiatan keuangan, kepegawaian, dan umum, hukum 

dan hubungan masyarakat serta pelaporan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan. 

43570.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



48 

b. Petugas Lalu Lintas dan angkutan laut dan pelayanan jasa, 

Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa menurut 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan 

Tatakerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai tugas melakukan 

kegiatan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur 

pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran, penjaminan kelancaran arus barang, 

penumpang dan hewan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan 

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan 

dan angkutan di perairan. 

c. Petugas Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban 

Petugas Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban menurut Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 

rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah 

Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa 

pemanduan dan penundaan, penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan dan 

pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan. 

d. Petugas Kesyahbandaran. 

Petugas Kesyahbandaran menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 

Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tatakerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan 

pengawasan keselamatan dan keamanan 
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f. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional menurut Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional 

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

3. Keadaan Pegawai 

Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Makene terdapat 16 (Enam Belas) 

orang pegawai. Dilihat dari Golongan mereka, terdapat 3 (Tiga) orang dengan 

Golingan llUd, kemudian Golongan IIUc sebanyak 3 (Tiga) orang, Golongan IIIJb 

sebanyak 3 (Tiga) orang, Golongan III/a sebanyak 2 ( Dua) orang, Golongan Il/d 

sebanyak l (Satu) orang, Golongan II/c sebanyak 2 (dua) orang, serta Golongan II/b 

juga sebanyak 2 (Dua) orang . Keadaan pegawai berdasar golongan mereka disajikan 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.1 : Keadaan Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 
Majene Berdasar Golongan, Tahun 2017 

No. Go Iongan J umlah (Orang) Proseotase (0/o) 

I. III/d 3 18,75 

2. IU/c 3 18,75 

3. III/b 3 18,75 

4. lll/a 2 12,50 

5. II/d 1 6,25 

6. II/c 2 12,50 

7. II/b 2 12,50 

J umlah 16 100,00 

Sumber: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene, 2017 
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Keadaan pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Makene juga 

dapat dilihat dari sudut latar belakang pendidikan mereka Dari 16 (Enam Belas ) 

pegawai yang ada, dengan latar belakang pendidikan S2 sebanyak l (satu) orang atau 

6,25% , Sl sebanyak 6 (Enam) orang atau 37,50%, , SLTA sebanyak 9 (Sembilan) 

orang atau 56,25%,. Keadaan pegawai Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene 

disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.2 : Keadaan Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Pelabuban 
Majene Berdasar Pendidikan, Tabun 2017 

No. Peodidikan Jumlah (Orang) Proseotase (•!o) 

1. S2 (Magister) 1 6,25 

2. S 1 (Sarjana) 6 37,50 

3. 03 (Diploma Tiga) 0 0,00 

4. SLTA 9 56,25 

5. SLTP 0 0,00 

6. SD 0 0,00 

Jumlab 16 100,00 

Sumber : Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene, 2017 

B. Hasil Penelitian 

l. Kebijakan Sasaran Kerja Pegawai 

Pelaksanaan Sasaran Kerja Pegawai didasarkan pada beberapa kebijakan yang 

diberlakukan di lingkungan kementrian Perhubungan. Diantaranya adalah Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tataketja 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 101 

Tahun 20 II ten tang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan 

43570.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



51 

Kementrian Perhubungan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 

2013 tentang Tatacara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Kementrian Perhubungan yang mana peraturan ini merupakan penjabaran dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Negeri Sipil. 

Terhadap apa yang ingin dicapai dengan kebijakan Sasaran Kerja Pegawai atau 

SKP ini, dijelaskan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene 

bahwa: 

"Penerapan kebijakan SKP di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene 
tentu didasarkan pada kebijakan yang diberlakukan di lingkungan Kementrian 
Perhubungan. Untuk kebijakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesungguhnya 
dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja serta menciptakan efisiensi dan efektivitas 
kantor unit". (Hasil Wawancara, Majene, 14 Desember 2017). 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Sasaran Kerja 

Pegawai di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene diharapkan 

untuk mencapai dua sasaran. Yang pertama, yakni peningkatan kinerja pegawai, dan 

yang kedua adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas. 

Penjelasan tersebut juga menunjukkan bahwa ada 2 (dua) tujuan yang ingin 

dicapai yang sesungguhnya berbada, tetapi saling mendukung. Tujuan pertama, 

sifatnya individual yakni pada kinerja setiap pegawai. Tujuan ini terkesan lebih 

ditekankan pada capaian setiap pegawai di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan. Kemudian tujuan kedua, yakni penciptaan efisiensi dan efektivitas kantor 

unit. Tujuan ini lebih ditekankan kepada tujuan kelembagaan atau organisasi. Ini 

dapat diinterpretasi bahwa pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini Kantor Unit 

Penyelenggara pelabuhan Majene dibangun dari kinerja masing-masing pegawai, dan 
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kinerja masing-masing pegawai secara kumulatif merupakan kinerja Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Majene. 

Kebijakan yang dikemukakan di atas merupakan satu kesatuan yang 

terstruktur, dan saling terkait di dalam pelaksanaannya. Terhadap Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan, dijelaskan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Majene bahwa: 

"Pelaksanaan SKP di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 
Majene, pertama-tama merujuk pada Peraturan Menteri Nomor 62 tahun 2010. 
Dalam peraturan ini diatur soal tugas dan fungsi, klasiftkasi kantor unit, susunan 
organisasi, kelompok jabatan fungsional, wilayah kerja, dan tatakerja yang menjadi 
dasar dalam menjabarkan uraian jabatan, serta Sasaran Kerja Pegawai tersebut". 
(Hasil Wawancara, Majene, 14 Desember 2017). 

Jika keterangan tersebut di atas dicermati, maka pelaksanaan Sasaran Kerja 

Pegawai memang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pengaturan organisasi dan 

tatakerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuban. Karena itu, pencapaian atau tujuan 

dari kebijakan Sasaran Kerja Pegawai ini memang harus sejalan atau setidaknya 

memberi dukungan atas pencapaian tujuan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. 

Demikian juga dengan Sasaran Kerja Pegawai yang diuraikan secara detail pada tiap-

tiap jabatan, dijabarkan dari fungsi yang diemban oleh Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan. 

Adapun uraian fungsi tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, yakni : 
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a. Penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan 

Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan; 

b. Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur 

pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran; 

c. Penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan; 

d. Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan 

kepelabuhanan dan angkutan di perairan; 

f. Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan; 

g. Penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran; dan 

h. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan 

masyarakat. 

Selanjutnya fungsi tersebut di atas dijabarkan lagi ke dalam uraian tugas 

masing-masing jabatan sesuai struktur organisasi pada Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Kelas III sebagaimana di Majene. Pengaturan tugas tersebut dijelaskan 

oleh oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene bahwa: 

"Uraian tugas sebagai bentuk rincian fungsi yang melekat pada Kantor Unit 
Penyelenggara pelabuhan Kelas III juga diatur di dalam Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 62 tahun 2010. Hal tersebut menjadi dasar lebih lanjut untuk 
membuat SKP pada masing-masing jabatan sebagaimana yang diatur di dalam 
struktur organisasi kantor unit kelas III". (Hasil Wawancara, Majene, 14 Desember 
2017). 

Uraian tugas tersebut di atas dijelaskan secara lebih sederhana dalam bentuk 

matriks yang memuat jenis jabatan dan uraian tugasnya masing-masing. Selain 

Kepala Kantor Unit, juga terdapat jabatan lainnya yakni Petugas Tata Usaha, Petugas 

lalu Lintas Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa, Petugas Fasilitas Pelabuhan dan 
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Ketertiban, Petugas Kesyahbandaran, dan Jabatan Fungsional. Secara lengkap uraian 

tugas masing-masingjabatan tersebut disajikan berikut ini. 

Tabel 4.3 : Uraiao Togas Masiog-Masiog Jabatao Pada Kantor Unit 
Penyelenggara Pelabuban Majeoe 

No. Jabatan 

1 Petugas Tata Usaha 

2 Petugas lalu Lintas 
Angkutan Laut dan 
Pelayanan Jasa 

3 Petugas Fasilitas Pelabuhan 
dan Ketertiban 

4 Petugas Kesyahbandaran 

5 Jabatan Fungsional 

Uraian Tugas 

Melakukan melakukan kegiatan keuangan, 
kepegawaian dan umum, hukum dan 
hubungan masyarakat serta pelaporan di 
lingkungan Kantor Unit Penyelenggara 
Pelabuhan 

Melakukan kegiatan penyediaan dan 
pemeliharaan penahan gelombang, kolam 
pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu 
navigasi pelayaran, penjaminan kelancaran 
arus barang, penumpang dan hewan, 
penyediaan dan!atau pelayanan jasa 
kepelabuhanan dan pengaturan, 
pengendalian, dan pengawasan usaha jasa 
terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan 
di perairan 

Melakukan penyiapan bahan penyusunan 
rencana induk pelabuhan serta Daerah 
Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah 
Lingkungan Kepentingan (DLKp) 
pelabuhan, penyediaan fasilitas pelabuhan 
dan jasa pemanduan dan penundaan, 
penjaminan keamanan dan ketertiban di 
pelabuhan dan pemeliharaan kelestarian 
lingkungan di pelabuhan 

Melakukan melakukan penyiapan bahan 
pengawasan keselamatan dan keamanan 

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan 
fungsional masing-masing berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

Sumber: Dimodifikasi dari Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Unit 
Penyelenggara Pelabuhan Majene, 14 Desember 2017 
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Selanjutnya penyusunan Sasaran Kerja Pegawai di lingkungan Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Majene mengikuti apa yang diatur di dalam Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 101 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Analisis Jabatan di lingkungan Kementrian Perhubungan. Menurut Kepala Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene, bahwa : 

"Untuk pelaksanaan kebijakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan 
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene, kami mengikuti apa yang diatur di 
dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 01 tahun 20 ll. Peraturan ini pada 
intinya memberi araban mengenai pelaksanaan analisis jabatan yang tahapannya 
terdiri atas persiapan, pelaksanaan Lapangan, dan penetapan basil". (Hasil 
Wawancara, Majene, 14 Desember 20 17). 

Jika keterangan di atas rucermati lebih jauh sebagaimana yang diatur di dalam 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 101 tahun 2011 tersebut, maka tahapan 

dimaksud lebih detail diatur sebagai berikut : 

a. Persiapan yang terdiri atas kegiatan : 

1) Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan 

Dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan dibentuk tim yang 

akan menjadi pelaksana. Anggota Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan terdiri 

atas unsur pengelola kepegawaian danatau organisasi seluruh unit kerja eselon 

I di Lingkungan Kementerian (pada tingkat kementrian), serta para pegawai 

yang ditunjuk dan yang diharapkan dapat mewakili dalam rnemberikan 

informasi terhadap unit kerja yang akan dianalisis. Untuk mendukung kerja 

Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan, masing-masing unit kerja eselon I dapat 

membentuk Subtim Analisis dan Evaluasi Jabatan.Apabila analisis dan 

evaluasi jabatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi 
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teknologi, maka Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan juga terdiri atas unit kerja 

yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sistem informasi serta pejabat 

dan/atau pegawai yang bertanggung jawab sebagai administrator sistem 

informasi kepegawaian. 

Sebelum melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi jabatan, para 

pegawai yang akan ditunjuk menjadi anggota tim hendaknya dibekali terlebih 

dahulu dengan pelatihan atau pembekalan analisis dan evaluasi jabatan. 

Pelatihan atau pembekalan dimaksud dilaksanakan agar para anggota tim 

memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk melakukan 

kegiatan anal isis dan evaluasi jabatan. 

2) Koordinasi dengan Multipihak 

Sebelum pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan sampai pada tahap 

kegiatan di lapangan, rnaka pimpinan yang unit kerjanya akan dianalisis, perlu 

diberitahu terlebih dahulu. Pemberitahuan hendaknya berisi tentang tujuan, 

jadwal pelaksanaan, bantuan yang diharapkan, dan peran serta pimpinan unit 

beserta pegawainya sebagai narasumber.Hal tersebut perlu dilakukan agar 

pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan memperoleh dukungan dari unit 

kerja terkait. 

3) Mendapatkan gambaran tentang fungsi, arus proses, dan struktur organisasi 

yang akan dianalisis. 

4) Mengadakan inventarisasi pekerjaan dan tenaga kerja yang ada sekarang 

b. Pelaksanaan Lapangan 

1) Pengumpulan Data 
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Kegiatan awal analisis dan evaluasi jabatan adalah mengumpulkan 

data jabatan. Pengumpulan data jabatan terse but dapat dilakukan dengan cara: 

a) Kuisioner 

Pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan kuesioner yang 

telah disusun sebelumnya. Pengumpulan data analisis dan evaluasi jabatan 

diawali dengan membuat peta jabatan pada masing-masing unit kerja dan 

UPT sesuai dengan kuesioner yang disiapkan, yang kemudian dilanjutkan 

dengan pengumpulan data analisis jabatan bagi jabatan struktural dengan 

menggunakan Kuesioner Analisis dan Evaluasi Jabatan standar, sedangkan 

bagi jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum menggunakan 

Kuesioner Analisis dan Evaluasi Jabatan menggunakan formulir yang standar. 

b) Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara bertatap muka langsung dengan 

responden untuk menanyakan seluk beluk pekerjaan yang dilakukannya. 

Pemilihan pejabat pegawai yang dijadikan responden berkonsultasi dengan 

pimpinan Unit. 

c) Pengamatan Langsung 

Pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap pegawai 

yang sedang melakukan pekerjaannya.Pengamatan langsung ini biasa 

digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya fisik. 

d) Referensi 

Pengumpulan data dari buku-buku atau dokumen, seperti Japoran 

kegiatan unit kerja, surat-surat keputusan tentang organisasi, pedoman 
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keorganisasian dan ketatalaksanaan, atau referensi lain yang berkaitan dengan 

misi, fungsi, tugas unit, program kerja atau program pembangunan, dan 

kegiatan keorganisasian lainnya. 

e) Kombinasi 

Pengumpulan data dapat menggunakan lebih dari satu cara. 

Pengumpulan data yang baik adalah menggunakan cara gabungan yang dapat 

saling melengkapi. Cara yang paling efektif untuk pengumpulan data adalah 

gabungan antara pengumpulan data melalui daftar pertanyaan dengan 

wawancara.Daftar pertanyaan digunakan sebagai pengumpulan data 

awal.Sedangkan untuk melengkapi atau memperbaiki data yang kurang 

digunakan wawancara.Kemudian agar data dapat lebih valid lagi maka dapat 

dipergunakan referensi sebagai data pendukung. 

Selanjutnya dalam penunjukkan pegawai untuk dijadikan responden mengisi 

formulir analisis dan evaluasi jabatan fungsional tertentu dan umum yang 

pemangkunya terdiri dari satu orang, hendaknya pimpinan unit kerja dapat 

memilih pegawai yang dapat mewakili jabatan yang dianalisis. Kriteria 

pegawai yang dapat dijadikan responden antara lain sebagai berikut: 

a. Pegawaiyang menjabat pada jabatan yang dianalisis; 

b. Pegawai yang rnenguasai pekerjaan pada jabatan yang dianalisis; 

c. Pegawai yang dapat menjelaskan program-program pada jabatan yang 

dianalisis; 

d. Pegawai yang mengerti ten tang proses kerja pada jabatan yang dianalisis. 

43570.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



59 

Apabila analisis dan evaluasi jabatan dilaksanakan dengan 

memanfaatkan teknologi sistem informasi teknologi, maka unit kerja yang 

bertanggung jawab di bidang pengelolaan system informasi teknologi 

menyangkut program aplikasi dan tata cara pemasukan data (entry data). 

Pimpinan unit kerja yang dianalisis, untuk pemasukan datany~ agar 

menunjuk pejabat danj atau pegawai yang bertanggung jawab sebagai 

administrator sistem informasi teknologi yang bertugas mengentry data-data 

analisis dan evaluasi jabatan yang telah dikumpulkan dari unit kerja masing­

masing ke dalam aplikasi sistem informasi teknologi dimaksud. 

Apabila analisis dan evaluasi jabatan dilaksanakan dengan 

memanfaatkan teknologi sistem informasi teknologi, maka unit kerja yang 

bertanggung jawab di bidang pengelolaan system informasi teknologi 

menyangkut program aplikasi dan tata cara pemasukan data (entry data). 

Pimpinan unit kerja yang dianalisis, untuk pemasukan datanya, agar 

menunjuk pejabat danj atau pegawai yang bertanggung jawab sebagai 

administrator sistem informasi teknologi yang bertugas mengentri data-data 

analisis dan evaluasi jabatan yang telah dikumpulkan dari unit kerja masing­

masing kedalam aplikasi sistem informasi teknologi dimaksud. 

2) Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan untuk dilakukan pengolahan dan 

perumusan-perumusan sesuat maksud dan tujuan dilakukan analisis dan 

evaluasi jabatan. Pengolahan data diarahkan untuk kepentingan penataan 
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kelembagaan, ketatalaksanaan dansumber daya manusia, sehingga dari analisis 

dan evaluasi jabatan hendaknya dapat menghasilkan: 

a) Rumusan nomenklatur organisasi; 

b) Rumusan titelatur jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu dan 

jabatan fungsional umum; 

c) Rumusan uraian jenis kegiatan bagi jabatan struktural, jabatan fungsional 

tertentu, dan jabatan fungsional urn urn; 

d) Rumusan satuan basil yang merupakan penamaan terhadap setiap satuan 

produk atau output jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan 

fungsional umum; 

e) Rumusan waktu penyelesaian kerja merupakan waktu yang digunakan untuk 

memperoleh satu satuan; 

f) Rumusan standar kompetensi jabatan yang berupa persyaratan kompetensi 

minimal yang hams dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 

melaksanakan tugasnya; 

g) Rumusan peringkat jabatan (job grade) yaitu merupakan klasiftkasi 

peringkat jabatan dari yang terendah sampai yang tertinggi dari keseluruhan 

jumlah jabatan struktural yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan. 

h) Rumusan peta jabatan (job map) yang berupa bentangan seluruh jabatan 

baik struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum, 

sebagai gambaran menyeluruh nama-nama jabatan yang ada dalam unit 

organisasi Pelaksana Teknis. 
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3) Veriflkasi Data 

Veriflkasi merupakan pengujian kembali basil olahan data, untuk 

memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian dengan realitas pekerjaan 

di unit organisasi yang dianalisis. Pelaksanaan veriflkasi dilakukan dengan 

mengirimkan basil olahan data dari tim analisis dan evaluasi jabatan kepada 

pimpinan unit organisasi untuk dilakukan klariftkasi, koreksi, dan memperoleh 

masukan penyempumaan. 

4) Penyempumaan Hasil Olahan 

Berdasarkan verifikasi pimpinan unit, dilakukan perbaikan sesuai 

masukan yang diperoleh dari unit organisasi yang dianalisis berdasarkan 

veriflkasi data.Masukan unit organisasi biasanya diperoleh dalam veriflkasi, dan 

veriflkasi ini sekaligus sebagai editing olahan data. 

c. Penetapan Hasil 

1) Presentase Hasil 

Setelah analisis dan evaluasi jabatan memperoleh basil, maka hasH tersebut 

dipresentasikan kepada para pimpinan di unit organisasi tersebut, termasuk 

pimpinan puncak.Presentasi kepada pimpinan unit organisasi bertujuan untuk 

memperoleh masukan tindak lanjut dan memperoleh persetujuan pengesahan. 

Presentasi harus dilakukan agar basil analisis dan evaluasi jabatan diketahui dan 

ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi. Selain itu, presentasi juga 

dimaksudkan sebagai media untuk sosialisasi hasil, analisis dan evaluasi 

jabatan. 

Dokumen hasil yang dipresentasikan adalah sebagai berikut: 
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a) Nomenklatur Organisasi dan Titelatur Jabatan; 

b) Tugas, Fungsi dan Uraian Jenis Kegiatan; 

c) Satuan basil kerja dan W aktu Penyelesaian Hasil; 

d) Peringkat Jabatan (job grade); 

e) Standar Kompetensi Jabatan; 

f) Peta Jabatan (job map). 

2) Pengesahan Hasil 

Dokumen basi l analisis dan evaluasi jabatan yang telah dipresentasikan 

segera diusahakan pengesahannya dengan penerbitan surat keputusan yang 

ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. 

2. Pelaksanaan Sasaran Kerja Pegawai 

Pelaksanaan Sasaran Ketja Pegawai di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Majene merupakan bagian dari tahap penilaian prestasi kerja pegawai. 

Dijelaskan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene bahwa : 

"Pelaksanaan Sasaran Ketja Pegawai pada kantor unit merupakan rangkaian 
kegiatan dari penilaian prestasi kerja sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri 
Perbubungan Nomor 91 tahun 2013. Selain Sasaran Kerja Pegawai, juga ada tahap 
ada tahap pencatatan dan penilaian kerja pada pengaturan tersebut". (Hasil 
Wawancara, Majene, 16 Desember 20 17). 

Jika keterangan tersebut di atas dirujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan 

sebagaimana dimaksud, maka tahapan kegiatannya secara detail adalah sebagai 

berikut: 

a. Penyusunan Sasaran Ketja Pegawai (SKP) sesuai uraian jenis kegiatan tugas 

jabatan yang akan dilaksanakan, dan ditetapkan sebagai Kontrak Kerja pada 

setiap awal tahun. 
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b. Pencatatan basil kerja dalam Buku Kerja Harian Pegawai, terhadap seluruh 

pelaksanaan uraian jenis kegiatan tugas jabatan sebagaimana tertuang dalam 

kontrak. ketja, yang dilaksanakan selama masa 1 (satu) tahun berjalan. 

c. Penilaian Perilaku Kerja Pegawai dilakukan tiap bulan dan direkapitulasi pada 

akhir tahun. 

d. Penilaian Prestasi Kerja, dilak.sanak.an setiap tahun pada bulan Desember akhir 

atau awal bulan Januari tahun berikutnya. 

Uraian tugas bagi setiap pemangku jabatan dibuat dengan merujuk pada 

pengaturan yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 100 

tahun 2011 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana 

Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian 

Perhubungan. Uraian tugas ini sangat penting kedudukannya, sebagaimana dijelaskan 

oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene bahwa : 

"Hal pokok dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adalah penyusunan uraian 
tugas bagi masing-masing pemangku j abatan.Karena dokumen ini nantinya yang 
menjadi pedoman bagi setiap pemangku jabatan dalam melaksanakan tugasnya, 
menjadi kendali harian dan bulanan" (Hasil Wawancara, Majene, 16 Desember 
2017). 

Dengan penjelasan tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa pelak.sanaan 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) diawali dengan penetapan uraian tugas masing-masing 

pemangku jabatan yang selanjutnya menjadi pedoman baik dalam pelak.sanaan tugas-

tugas para pemangku jabatan maupun dalam pengendaliannya. 

Selanjutnya dijelaskan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Majene mengenai muatan dari uraian tugas dimaksud, bahwa : 
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"Setiap uraian tugas pemangku jabatan memuat kegiatan tugas jabatan yang 
harus dilaksanakan pada hari kerja pegawai, kuantitas atau outputnya, kualitas atau 
mutunya, waktu yang digunakan, serta implikasi biaya dari pelaksanaan tugas 
tersebut (Hasil Wawancara, Mejene, 16 Desember 2017). 

Hasil dari penyusunan uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas, yakni 

formulir Sasaran Kerja Pegawai yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas harian dan 

bulanan.Bentuk dan isi formulir Sasaran Kerja Pegawai tersebut dapat dilihat 

sebagaimana contoh berikut ini. 

Tabel 4.4 : Bentuk dan lsi Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil 
Pada Kantor Unit Pelabuhan Majene Untuk Jabatan 
Bendahara Pengeluaran 

No I. Pejabat Penilai No U. PNS Yang dinilai 
I Nama 1 Nama 
2 NIP 2 NIP 
3 Pangkat/Gol. 3 Pangkat/Gol. Ruang 

Ruang 
4 Jabatam Kepala Kantor 4 Jabatam Bendahara 

Pengeluaran 
5 Unit KeJja 5 Unit Kelja 

Periode: 
T8r2Ct 

No. ll. Kegiatao Tugas Jabatan Kuantitas/ Kuanitas/ Waktu Biaya 
output Mutu(%) (jam) (Rp) 

1 Mengurus keuangan rutin yang 12 dolcumen 100% 156 
ditetapkan dalam DIPA 

2 Membukukan semua SPM yang 12 dokumen 100% 264 
diterima dan membayarkan kwitansi 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

3 Menerima, menyimpan dan 12dokurnen 100% 96 
mengeluarkan uang tunai. 

4 Membuat 1aporan pungutan dan 121aporan 100% 96 
penyetoran pajak. 

5 Menyusun/menata arsip 1aporan 12 1aporan 100% 192 
keuangan rutin. 

6 Mengelola keuangan PNBP yang 12 dokumen 100% 48 
telah ditetapkan dalarn DIP A. 

7 Membuat laporan LKKA dan l2laporan 100% 120 
LKKR. 

8 Menyusun laporan keuangan 121aporan 100% 252 

Jumlah Jam Kcrja Efektif 1.224 

Sumber: Kantor Urut Penyelenggara Pelabuhan MaJene, 2017. 
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Jika diperhatikan tabel tersebut di atas, dengan penetapan Sasaran Ketja 

Pegawai (SKP) tersebut, maka memang bagi setiap pegawai atau pemangku jabatan 

dapat dengan mudah terbantu dalam melakukan pekerjaannya. Kemudahan dirnaksud 

diungkapkan oleh Pejabat Bendahara Keuangan Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Majene sebagai salah seorang informan penelitian.Disampaikan bahwa 

salah satu kemudahan tersebut terletak pada kejelasan uraian tugas jabatan yang harus 

dilaksanakannya. Dikemukakan bahwa : 

"Sebagai salah seorang pemangku jabatan di Kantor Unit Pelabuhan Majene, 
saya merasa jika penerapan kebijakan SKP bagi setiap pegawai atau pemangku 
jabatan dalam satu sisi sangat memudahkan kami. Kemudahan tersebut salah satunya 
terletak pada tersedianya uraian tugas jabatan yang harus dilaksanakan. Dengan 
begitu, saya sisa menjadikan uraian tugas tersebut sebagai pemandu dalam bekerja, 
setiap hari" (Hasil Wawancara, Majene, 22 Desember 20 17). 

Keterangan yang demikian itu dapat menjadi indikasi jika keberadaan SKP 

pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene memberi kontribusi di dalam 

proses pelaksanaan tugas pemangku jabatan. Kontribusi tersebut terletak pada adanya 

kejelasan atas ruang lingkup tugas atau pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh 

mereka setiap hari. 

Kemudahan lainnya dirasakan pada kejelasan target dari tugas pemangku 

jabatan atau pegawai. Dikemukakan oleh Pejabat Bendahara Keuangan Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Majene bahwa : 

"Kemudahan lainnya yang saya rasakan sebagai pemangku jabatan Bendahara 
Pengeluaran adalah kejelasan target dari setiap uraian tugas yang menjadi tanggung 
jawab saya. Target tersebut berupa output dari setiap uraian tugas, mutunya, serta 
waktu yang digunakan". (Hasil Wawancara, Majene, 22 Desember 2017). 
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Jika diperhatikan target-target yang dimaksud pada tabel 4.4, untuk setiap 

uraian tugas sudah ditegaskan mengenai apa yang harus dikerjakan dan apa yang 

harus dicapai. Misal pada kegiatan mengurus keuangan rutin yang ditetapkan dalam 

DIPA dengan output 12 dokumen, kualitas 100% dan waktu yang digunakan 156 

jam.Artinya, terhadap tugas atau kegiatan ini paling minimal menghasilkan 1 laporan 

per bulan. Kemudian untuk 1 laporan tersebut proporsi waktunya adalah 13 jam per 

bulan (diperoleh dari 156 jam dibagi 12 bulan dalam setahun), kemudian dialokasikan 

waktu 31,2 menit per hari ( diperoleh dari 13 jam = 780 men it, dibagi 25 hari kerja per 

bulan, hasilnya 30,2 menit). 

Ini artinya bahwa untuk bisa menghasilkan 1 unit laporan terhadap 

pelaksanaan tugas mengurus keuangan rutin yang ditetapkan dalam DIP A, maka 

pemangku jabatan Bendahara Pengeluaran harus mengalokasikan waktu 30,2 menit 

dalam se hari untuk mengetjakan tugas ini. Dengan demikian, pemangku jabatan 

Bendahara Pengeluaran memiliki referensi dalam melaksanakan pekerjaan ini baik 

jenis pekerjaannya, maupun luaran dan alokasi waktu yang semestinya dia gunakan 

setiap hari atau dalam se bulan. 

Dengan uraian tugas yang jelas dan target yang rigid tersebut juga 

memudahkan para pemangku jabatan di dalam melakukan subtitusi pelaksanaan 

tugas-tugas tersebut sebagaimana alokasi waktu yang disediakan. Ini dikemukakan 

oleh Pejabat Bendahara Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene 

bahwa: 

"Untuk setiap uraian tugas pada jabatan kami bisa saja pelaksanaannya lebih 
cepat atau waktu yang digunakan lebih singkat.Jika ini terjadi, maka sisa waktu untuk 
kegiatan tersebut bisa digunakan mengerjakan tugas lainnya, atau sisa waktu tersebut 
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menjadi hak pemangku jabatan untuk disubtitusi pada pekerjaan lainnya". (Hasil 
Wawancara, Majene, 22 Desember 2017). 

Ini dapat diartikan bahwa target waktu yang disediakan untuk melaksanakan 

setiap jenis pekerjaan atau uraian tugas pada SKP di satu sisi bersifat rigid. Karena 

sedemikian rupa pemangku jabatan harus mengikuti uraian tugas yang sudah 

ditetapkan serta memperhatikan target-targetnya. Namun, pada sisi yang lain justru 

bersifat fleksibel dan memudahkan di dalam pemanfaatan waktu yang tersisa jika 

alokasi waktu tersebut digunakan secara efektif, atau digunakan lebih sedikit dari 

yang ditargetkan. Hal yang sama bisa terjadi pada alokasi kumulatif waktu yang 

ditargetkan untuk mengerjakan seluruh uraian tugas bagi setiap pemangku jabatan. 

Jika data pada tabel 4.4 dijadikan sebagai contoh, dari 8 (delapan) kegiatan 

yang harus dikerjakan oleh Bendahara Pengeluaran setiap hari, setiap bulan dan 

dalam 1 (satu) tahun, dialokasikan waktu 1.224 jam. Ini berarti bahwa proporsi waktu 

yang digunakan per bulan adalah 102 jam (yakni 1.224 dibagi 12 bulan dalam se 

tahun). Kemudian proporsi waktunya per hari adalah 4,08 jam (yakni 102 jam dibagi 

25 hari kerja per bulan). Dengan demikian, jika pemangku jabatan Bendahara 

Pengeluaran bekerja dengan baik selama 4,08 jam se hari, maka berpotensi dapat 

menyelesaikan target pekerjaannya 100%. Jika ini terjadi, dapat diartikan bahwa 

pemangku jabatan Bendahara Pengeluaran memi liki waktu lebih sekitar 3,92 jam 

dalam se hari, dari waktu kerja sebanyak 8 jam se hari. 

Dengan adanya SKP ini juga dinilai cukup membantu sebagai instrument 

pengendalian bagi pegawai atau pemangku jabatan. SKP menuntun pegawai pada 

kejelasan apa yang mereka harus kerjakan setiap hari. Pilihan pekerjaan ini sisa 
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disesuaikan dengan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Dikemukakan oleh Pejabat 

Bendahara Pengeluaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene bahwa : 

"Bagi saya SKP merupakan instrument pengendalian dan pengontrol terhadap 
efektivitas pelaksanaan tugas-tugas yang diamanatkan. Dari dokumen tersebut saya 
bisa melihat secara keseluruhan apa yang harus saya kerjakan pada pagi hari. 
Kemudian saya menyiapkan catatan pendukung untuk melihat kemajuan atau capaian 
masing-masing uraian tugas saya, sehingga saya dapat mengatur pekerjaan yang 
harus menjadi prioritas dari hari ke hari". (Basil Wawancara, Majene, 22 Desember 
2017). 

Ini berarti bahwa SKP mengemban fungsi sebagai pemandu bagi pemangku 

jabatan atau pegawai dalam menentukan pilihan pekerjaan setiap harinya, dengan 

dilengkapi catatan kontrol kemajuan capaian masing-masing uraian tugas yang 

ditetapkan. 

Catatan kontrol tersebut sangat penting, karena akan digunakan untuk 

menyusun laporan realisasi bulanan SKP Aparatur Sipil Negara. Dari catatan kontrol 

ini bisa dilihat jenis tugas yang dikerjakan selama 25 hari kerja, waktu yang 

digunakan, dan bentuk capaiannya apakah 1 00% atau secara parsial. Capaian yang 

demikian itu bisa saja terjadi karena setiap target output yang ditetapkan dapat saja 

penyelesaiannya melebihi dari 1 (satu) bulan. Seperti yang dikemukakan oleh Pejabat 

Bendahara Pengeluaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene bahwa : 

"Sangat dimungkinkan terjadi, terhadap suatu bentuk target output dari uraian 
tugas tertentu, pencapaiannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) bulan. Karena 
itu, laporan pencapaiannya pada 1 ( satu) bulan yang dilaporkan dapat bersifat parsial, 
misal menyusun laporan keuangan, yang dalam sebulan outputnya 1 laporan, namun 
yang selesai hanya 85%. Artinya, kualitas dari uraian tugas tersebut belum sampai 
I OO%.Ini yang kami maksud capaian yang bersifat parsial" (Hasil Wawancara, 
Majene, 22 Desember 20 17). 

Terhadap pelaksanaan uraian tugas yang ada dalam SK.P, bisa saja terjadi 

perbedaan antara rumpun jabatan administrasi keuangan dengan rumpun jabatan 
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teknis.Pada rumpun jabatan administrasi keuangan biasanya lebih bersifat rutin dan 

pengulangan dari pekerjaan sebelumnya.Sedang pada rumpun jabatan teknis 

pengulangan pekerjaan tersebut tetap berpotensinya, tetapi juga sangat 

memungkinkan terjadi pekerjaan tersebut bersifat non rutin. lni penting dikemukakan 

karena terkait dengan penyelesaian target yang dikemukakan di atas yang bisa saja 

bersifat parsial dalam 1 (satu) bulan. Pada rum pun jabatan teknis penyelesaian target 

secara parsial ini lebih berpotensi besar. 

Untuk dapat menjelaskan lebih proporsional terhadap Japoran bulanan yang 

dikontribusi oleh catatan harian sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat juga 

dilihat pada contoh laporan bulanan SKP sebagaimana berikut ini. 
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Tabel 4.5 : Bentuk dan lsi Formulir Laporan Bulanan Sasaran Kerja 
Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Unit Pelabuhan Majene 

No III. Pejabat Peoilai No II. PNS Yang dinilai 
l Nama 1 Nama 
2 NIP 2 NIP 
3 Pangkat/Gol. 3 Pangkat/Gol. Ruang 

Ruang 
4 Jabatam Kepala Kantor 4 Jabatam Bendahara 

Pengeluaran 
5 Unit Kerja 5 Unit Kerja 

Periode: Januari 2016 
Tar2et 

No. IV. Kegiatan Tugas Jabatao Kuaotitas/ Kuanitas/ Waktu Biaya 
output Mutu (%) (jam) (Rp) 

1 Mengurus keuangan rutin yang 1 dokumen 8,34% 13 
ditetapkan dalam DIPA 

2 Membukukan semua SPM yang l dokumen 8,34% 22 
diterima dan membayarkan 
kwitansi sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

3 Menerima, menyimpan dan 1 dokumen 8,34% 8 
mengeluarkan uang tunai. 

4 Membuat laporan pungutan dan 1 laporan 7% 7 
penyetoran pajak. 

5 Menyusun/menata arsip laporan 1laporan 7% 14 
keuangan rutin. 

6 Mengelola keuangan PNBP yang l dokurnen 8,34% 4 
tefah ditetapkan dalam DIPA. 

7 Membuat laporan LKKA dan 1 laporan 8,34% 10 
LK.KR. 

8 Menyusun laporan keuangan I laporan 8,34% 21 

Jumlab J am Kerja Efektif 99 

Surnber: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene, 2017. 

Jika diperhatikan dengan cerrnat tabel tersebut di atas, maka di dalarnnya 

menunjukkan beberapa hal penting.Pertama, bahwa kegiatan tugas jabatan yang 

dikerjakan oleh pemangku jabatan atau pegawai adalah kegiatan tugas yang telah 

ditetapkan sebelumnya.Kedua, bahwa kuantitas atau outputnya menunjukkan adanya 

kemajuan capaian pada bulan yang dilaporkan. Jika kemajuan ini dirujuk pada target 

tahunan, maka sesungguhnya untuk setiap kegiatan tugas sudah mencapai rata-rata 

43570.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



71 

bulan. Namun, jika dilihat kuantitasnya, maka dari situlah bisa disimpulk:an mana 

yang capaiannya parsial dan mana yang tidak. 

Misal pada kegiatan mengurus keuangan rutin yang ditetapkan dalam DIP A 

ditargetkan 12 laporan, ini berarti rata-rata 1 (satu) laporan per bulan. Berarti telah 

tercapai. Kemudian, target kuantitasnya 100% setara dengan 8,33% per bulan. Ini 

artinya juga tercapai. Berbeda dengan kegiatan membuat laporan pungutan dan 

penyetoran pajak dengan target 12 laporan atau rata-rata I (satu) laporan per bulan 

yang berarti telah tercapai. Tetapi pada target kuantitatif yang I 00% per tahun setara 

dengan 8,33% per bulan, sementara capaiannya 7%. Ini berarti untuk kegiatan 

tersebut pencapaiannya masih parsial, karena belum mencapai 8,33%. 

Demikian juga pada pencapaian kumulatif dapat dihitung untuk penarikan 

kesimpulan dan bahan evaluasi. Seperti pada kumulatif jam kerja yang digunakan, 

pada penetapan tugas jabatan secara keseluruhan 1.224 jam atau setara dengan 102 

jam sebulan. Kemudian dalam laporan bulanan yang disajikan pada tabe1 4.5 waktu 

yang digunakan secara kumulatif adalah 99 jam. Ini berarti bahwa memang masih 

terdapat capaian target yang bersifat parsial untuk bulan yang dilaporkan. Karena itu, 

dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pencapaian target-target 

yang ditetapkan pada bulan ber~utnya. 

Sebelum sampai ke laporan seperti pada tabel 4.5 tersebut, sesungguhnya 

terdapat proses yang cukup panjang pada pelaksanaan kegiatan harian. Dikemukakan 

oleh Pejabat Bendahara Pengeluaran bahwa : 

"SKP yang telah ditetapkan untuk setiap pemangku jabatan, terlebih dahulu 
disinkronkan dengan kelengkapan yang dapat menunjang pelaksanaan uraian tugas 
masing-masing jabatan. Dalam hal terdapat kekurangan, maka ini dapat dilaporkan 
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kepada pimpinan kantor untuk menemukan jalan keluarnya. Jik:a tidak ada laporan 
yang masuk ke pimpinan, maka pemangku jabatan dianggap telah siap melaksanakan 
uraian tugas jabatannya". (Hasil Wawancara, Majene, 27 Desember 20 17). 

Mekanisme yang demikian menunjukkan jika pada pelaksanaan SKP untuk 

mencapai kinerja pegawai yang optimal, memang dianggap siap dilaksanakan. 

Karena kebijakan dalam mengatasi kekurangan sarana prasarana atau fasilitas berada 

di pangkuan pimpinan kantor unit yang dapat dengan mudah mengatasinya. Dengan 

demikian tidak ada alasan bahwa SKP tidak dapat dilaksanakan dengan alasan 

kurangnya fasilitas kantor. 

3. Kinerja Pegawai 

Untuk melihat perkembangan kinerja pegawai melalui penerapan kebijakan 

Sasaran Kerja Pegawai atau SKP, maka akan dikemukakan data-data capaian kinerja 

tersebut dengan membatasinya pada 3 (tiga) orang informan. Mereka adalah 

Pemangku Jabatan Petugas Keselamatan Pelayaran Penyelia, Pengelola Data 

Operasional Fasilitas dan Pelayaran Pelabuhan serta Bendahara Pengeluaran. 

Penilaian terbadap pegawai Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene 

dilakukan dengan 2 (dua) unsur penilaian. Unsur penilaian pertama, yakni Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP), dan yang kedua adalah perilaku kerja.Terhadap unsur penilaian 

SKP memiliki proporsi bobot 60%, sedang unsur perilaku kerja memilik:i bobot 40%. 

Dengan bobot tersebut dijelaskan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Majene bahwa : 

"Terhadap penilaian SKP pegawai proporsi bobotnya adalah 60%, Ini artinya 
nilai kumulatif dari seluruh tugas pegawai dalam SKP dikalikan 60%, inilah yang 
menghasilkan nilai SKP. Sedang penilaian prilaku kerja yang terdiri dari 6 (enam) 
item, hasilnya secara kumulatif dikalikan 40%, hasilnya merupakan nilai perilaku 
kerja pegawai". (Hasil Wawancara, Majene, 22 Desember 2017). 
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Besamya bobot penilaian untuk kegiatan tugas jabatan pegawai disebabkan 

oleh sifatnya yang obyektif. Makna dari sifat yang demikian itu dijelaskan oleh 

Kepa1a Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene bahwa : 

"Bobot penilaian kegiatan tugas jabatan yang 60% atau lebih besar dari 

penilaian unsur perilaku kerja didasarkan pada sifatnya yang obyektif.Artinya, 

penilaian itu lahir dari kondisi faktual yang dilaksanakan oleh pegawai atau 

pemangku jabatan. Sementara penilaian perilaku kerja sifatnya subyektif, yakni 

tergantung pada cara pandang pimpinan yang menilai. Dengan bobot penilaian yang 

besar pada kegiatan tugas jabatan tersebut, memberi ruang yang memadai terhadap 

nilai kinerja yang sesungguhnya bagi setiap pegawai". (Hasil Wawancara, Majene, 22 

Desember 20 17). 

Untuk unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bobotnya 60%, sangat 

berbeda an tara satu pemangku jabatan dengan pemangku jabatan lainnya. Misal untuk 

jabatan Petugas Keselamatan Pe1ayaran Penyelia, kegiatan tugas jabatannya ada 11 

(sebelas) item sebagaimana berikut ini (Laporan Sasaran Kerja Pegawai, 2015): 

a. Melaksanakan pengawasan pembangunan kapal ikan. 

b. Memeriksa pisik untuk persyaratan lambung timbul untuk penertiban Sertiflkat 

Garis Muat Dalam Negeri. 

c. Melaksanakan uji stabilitas kapal denganjenis kapal ikan. 

d. Melaksanakan pengawasan uji berlayar kapal ikan. 

e. Melaksanakan pengukuran kapal dengan metode Internasional. 

f. Memeriksa kapal untuk perpanjangan sertiftkat. 
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g. Melaksanakan pekerjaan SPCO Kapal Asing dan kapal Indonesia yang ke luar 

negeri. 

h. Mengawasi pelaksanaan trayek liner dan Trumper dalam dan luar negeri. 

i. Melaksanakan Pengawasan Keagenan Kapal Asing dari dan Ke Luar Negeri 

(PPKA). 

J. Melaksanakan pengawasan tariff angkutan laut dan perusahaan penunjang 

angkutan taut. 

k. Melaksanakan pengawasan kegiatan Stevadoring (Bongkar Muat di Pelabuhan). 

SKP tersebut di atas bisa dibandingkan dengan jabatan Nakhoda dengan 

kegiatan tugas jabatan sebanyak 8 ( delapan) item yang masing-masing item adalah 

sebagaimana berikut ini (Laporan Sasaran Kerja Pegawai, 2015): 

a. Mengawasi segala peraturan atau ketentuan yang ditetapkan DITJEN Hubungan 

Laut Cq. Kepala Pangkalan PLP. 

b. Melaporkan dan meminta Duglog seperti bahan bakar, air tawar, pemakaian serta 

hal-hal lain yang diperlukan Kepala PLP atau pejabat yang ditunjuk. 

c. Mengadakan atau mengajukan perbaikan-perbaikan di atas kapal yang sifatnya 

darurat atau dianggap penting. 

d. Membuat laporan harian, bulanan, tahunan serta laporan P A TKESMAR dan 

laporan perbaikan I Dock serta segala kegiatan di atas kapal. 

e. Memberikan komando kepada anak buah kapal pada saat dianjungan, di 

pelabuhan-pelabuhan dan alur pelayaran sempit dan waktu mendekat atau 

meninggalkan tempat-tempat berlabuh. 

43570.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



75 

f. Komandan wajib menjaga stabilitas kapal, kesiagaan kapal agar setiap saat kapal 

dapat berlayar melaksanakan P A TKESPEL dan tugas-tugas operasionallainnya. 

g. Menerapkan tugas dan fungsi pangkalan PLP, mengadakan latihan-latihan yang 

diperlukan sesuai SOP di kapal. 

h. Melaporkan seluruh pekerjaan, sarana dan prasarana kepada Ditjen Hubla Cq. 

Kepala Pangkalam PLP. 

Perbedaan kegiatan tugas jabatan yang dikemukan di atas berimplikasi pada 

perbedaan target yang akan dicapai, yakni kuantitas/output, kualitas/mutu dan waktu. 

Namun, tidak membedakan cara penilaiannya sebagaimana yang telah dikemukakan 

di atas dengan menempatkan unsur penilaian kegiatan tugas jabatan dengan bobot 

60%. 

Selanjutnya untuk penilaian perilaku kerja pegawai atau pemangku jabatan 

dijelaskan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene, bahwa : 

"Untuk perilaku kerja pegawai bobot penilaiannya adalah 40%. Terhadap hal 
tersebut terdiri dari 6 (enam) item. Masing-masing item tersebut adalah orientasi 
pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan, dengan 
skor terendah 0 dan skor tertinggi 100". (Hasil Wawancara, Majene, 22 Desember 
2017). 

Dengan menggunakan cara penilaian sebagaimana dikemukakan di atas, dapat 

dilihat perkembangan kinerja pemangku jabatan di lingkungan Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Majene dengan unsur yang dinilai adalah Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP), dan Perilaku Kerja. 

a. Kinerja SKP 

Salah satu dari kinerja yang dapat dilihat perkembangannya adalah Pemangku 

Jabatan Pengelola Data Operasional Fasilitas dan Pelayaran Pelabuhan. Pada tahun 
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2014-2016, terhadap pemangkujabatan ini dapat dilihat kinerjanya sebagaimana 

disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.6 : Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil 
Pemangku Jabatan Pengelola Data Operasional Fasilitas 
dan Pelayaran Pelabuban, 2014-2016 

Nilai Capaian SKP 
No. Kegiatan Tugas Jabatan 

2014 2015 20.16 

1 Menyusun program kerja, bahan dan a1at 99,00 100,00 100,00 
perlengkapan data operasional fasilitas dan 
pelayanan pelabuhan sesuai dengan prosedur 

2 Memantau kegiatan pengelola data 98,00 99,00 100,00 
operasional fasilitas dan pelayanan pelabuhan 
sesuai dengan bidang tugasnya agar efektif 
dalam pelaksanaan. 

3 Mengendalikan program kerja, sesuai dengan 99,00 99,00 100,00 
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 
tidak terjadi penyimpangan dalam 
pelaksanaan. 

4 Mengkoordinasikan dengan unit-unit terjadi 98,00 99,00 99,00 
a tau instansi lain dalam rangka 
pelaksanaannya, agar program terlaksana 
secara efektif. 

5 Mengevaluasi dan penyusun laporan secara 99,00 98,00 99,00 
berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan 
yang berlaku sebagai bahan penyusunan. 

6 Melaksanakan tug as kedinasan lain yang 100,00 99,00 100,00 
diperintah atasan baik secara tertulis maupun 
lisan. 

Nilai Rata-rata SKP 98,83 99,00 99,67 

Nilai Kinerja SKP sesuai Bobot 60% 59,30 59,40 59,80 

Sumber : Diolah dari Data Kantor UPP Majene, 2017. 
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Data di atas menunjukkan bahwa kinerja Sasaran Kerja Pegawai untuk 

pemangku jabatan Pengelola Data Operasional Fasilitas Pelayaran dan Pelabuhan 

Majene mengalami peningkatan untuk peri ode 2014 - 20 16.Namun dalam 

peningkatan kinerja SKP tersebut patut dikedepankan beberapa catatan yang 

menyertainya. 

Secara kumulatif nilai rata-rata SKP mengalami perbaikan. Jika pada tahun 

2014 tercatat sebesar 98,83, maka pada tahun 2015 menjadi 99,00, dan selanjutnya 

tahun 2016 mencapai 99,67. Kemudian terdapat kegiatan tugas jabatan yang 

kinerjanya terns meningkat. Hal tersebut terbaca pada beberapa kegiatan, diantaranya 

yakni pada kegiatan memantau kegiatan pengelola data operasional fasilitas dan 

pelayanan pelabuhan sesuai dengan bidang tugasnya agar efektif dalam pelak:sanaan. 

Selanjutnya terdapat kegiatan yang kinerjanya hanya mengalarni peningkatan dalam 

waktu I (satu) tahun lalu kemudian menjadi stabil, ini dapat terbaca pada kinerja 

kegiatan mengkoordinasikan dengan unit-unit terjadi atau instansi lain dalam rangka 

pelaksanaannya, agar program terlak:sana secara efektif, dan kegiatan menyusun 

program kerja, bahan dan alat perlengkapan data operasional fasilitas dan pelayanan 

pelabuhan sesuai dengan prosedur, serta kegiatan yang kinerjanya berfluktuasi seperti 

dapat dibaca kinerja kegiatan melak:sanakan tugas kedinasan lain yang diperintah 

atasan baik secara tertulis maupun lisan. 

Walaupun terdapat variasi perkembangan kinerja dari masing-masing jenis 

kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terhadap kinerja SKP Pemangku Jabatan Pengelola Data Operasional Fasilitas 

Pelayaran dan Pelabuhan Majene mengalami peningkatan untuk periode 2014-2016. 
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Ini dapat dibaca juga pada nilai SKP rata-rata, dan nilai kinerja SKP sesuai bobot 

60%. 

Untuk niklai SKP rata-rata pada tahun 2014 yakni 98,83, kemudian pada 

tahun 2015 menjadi 99,00 atau meningkat 0,17%, dan tahun 2016 mencapai 99,67 

atau meningkat 0,68%. Sedang untuk SKP dengan bobot 60% yang juga meningkat, 

yakni 59,30 pada tahun 2014, kemudian menjadi 59,40 pada tahun 2015 meningkat 

0,17%, serta mencapai 59,80 pada tahun 2016 atau meningkat 0,67%. 

Perkembangan kinerja yang telah dikemukakan, dapat dibandingkan dengan 

perkembangan kinerja SKP untuk pemangku jabatan Bendahara Pengeluaran 

sebagaimana pada tabel berikut ini. 
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Tabel4.7: Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil 
Pemangku Jabatan Bendahara Pengeluaran, 2014- 2016 

Nilai Capaian SKP 
No. Kegiatan Tugas Jabatan 

2014 2015 2016 

1 Mengurus keuangan rutin yang telah 100,36 100,38 100,39 
ditetapkan dalan1 DPA. 

2 Membukukan semua SPM yang diterima 100,25 100,26 100,27 
dan membayarkan kwitansi sesuai 
ketentuan yang berlaku 

3 Menerima, menyimpan dan mengeluarkan 100,25 100,27 100,28 
uang tunai 

4 Membuat laporan pungutan dan 100,25 100,26 100,26 
penyetoran pajak 

5 Menyusun/menata arsip laporan keuangan 100,25 100,27 100,27 
rutin 

6 Mengelola keuangan PNBP yang telah 98,17 99,00 100,00 
ditetapkan dalam DIPA 

7 Membuat laporan LKKA dan LKKR 100,25 100,25 100,25 

8 Menyusun laporan keuangan 100,25 100,25 100,25 

Nilai Rata-rata SKP 100,00 100,12 100,24 

Nilai Kinerja SKP sesuai Bobot 60% 60,00 60,07 60,15 

Sumber : D10lah dan Data Kantor UPP MaJene, 2017. 

Kinerja kumulatif SKP pemangku jabatan Bendahara Pengeluaran tersebut di 

atas juga menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada nilai rata-rata setiap tahun 

terlihat bahwa 2014 tercatat 100, kemudian menjadi 100,12 pada tahun 2015 atau 

meningkat 0,12%, dan pada tahun 2016 menjadi 100,24 atau meningkat 0,12%. Hal 

tersebut tentu juga terjadi pada nilai kinerja SKP sesuai bobot 60%. Tercatat pada 
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tahun 2014 yakni 60,00, kemudian menjadi 60,07 pada tahun 2015 atau meningkat 

0,12%, serta 60,15 pada tahun 2016 atau meningkat 0,12%. 

Berbeda dengan peningkatan nilai kinerja SKP secara k:umulatif, pada 

kinerja per kegiatan tugas jabatan terjadi variasi nilai kinerja dari 2014 -

20 16.Pertama, terdapat kegiatan tugas jabatan yang nilai kinerjanya meningkat setiap 

tahun. Ini terjadi pada kegiatan tugas jabatan Mengurus keuangan rutin yang telah 

ditetapkan dalam DPA, Membukukan semua SPM yang diterima dan membayarkan 

kwitansi sesuai ketentuan yang berlak:u, menerima, menyimpan dan mengeluarkan 

uang tunai, dan kegiatan Mengelola keuangan PNBP yang telah ditetapkan dalam 

DIPA. 

Kedua, terdapat kegiatan yang nilai kinerjanya meningkat dalam setahun, 

kemudian menjadi stabil.Ini terjadi pada kegiatan membuat laporan pungutan dan 

penyetoran pajak, dan kegiatan menyusun/menata arsip laporan keuangan 

rutin.Kemudian yang ketiga adalah kegiatan yang memiliki nilai kinerja SKP yang 

statis. Ini terjadi pada kegiatan membuat laporan LKKA dan LKKR, dan kegiatan 

menyusun laporan keuangan. 

Perkembangan kinerja SKP berik:utnya dapat juga dilihat pada pemangku 

jabatan teknis seperti pada Petugas Keselamatan Penyelia.Pada jabatan ini memiliki 

kegiatan tugas jabatan yang lebih banyak, yakni 11 (sebelas) item. Adapun uraian 

masing-masing kegiatan tugas jabatan Petugas Keselamatan Penyelia, serta nilai 

kinerja SKP yang dicapai periode 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berik:ut ini. 
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Tabel 4.8 : Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil 
Pemangku Jabatan Petugas Keselamatan Penyelia, 2014 -
2016 

Nilai Capaian SKP 
No. Kegiatan Tugas J abatan 

2014 2015 2016 

1 Melaksanakan pengawasan pembangunan 98,00 99,00 98,00 
kapal ikan 

2 Memeriksa fis ik persyaratan lambung timbul 99,00 99,50 99,75 
untuk penerbitan Sertifikat Garis Muat dalam 
negeri 

3 Melaksanakan uji stabilitas kapaJ dengan 100,00 100,00 100,00 
jenis kapal ikan 

4 Melaksanakan pengawasan uji berlayar kapal 100,00 100, 10 100,15 
ikan 

5 Melaksanakan pengukuran kapal dengan 100,00 99,75 100,00 
metode intemasional 

6 Memeriksa kapal untuk perpanjangan 99,75 99,75 99,75 
sertifikat 

7 Melaksanakan pekerjaan SPCO kapal asing 100,00 99,75 100,10 
dan kapal Indonesia yang ke luar negeri 

8 Mengawasi pelaksanaan trayek Liner dan 100,00 100,00 100,10 
Tramper dalam dan luar negeri 

9 Melaksanakan pengawasan keagenan dari 99,00 100,00 100, 10 
dan ke luar negeri (PPKA) 

10 Mengawasi pelaksanaan tarif angkutan taut 100,00 100,00 100,00 
dan perusahaan penunjang angkutan taut 

11 Melaksanakan pengawasan kegiatan 99,00 99,50 100,00 
Stevadoring (Bongkar Muat di Pelabuhan) 

Nilai Rata-ra ta SKP 99,52 99,76 99,81 

Nilai Kinerja SKP sesua i Bobot 60% 59,71 59,86 59,89 

Sumber : Diolah dari Data Kantor UPP Majene, 2017. 
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Data yang disajikan di atas menunjukkan jika nilai kinerja SKP pada 

pemangku jabatan petugas keselamatan penyelia untuk rata-rata per tahun dan nilai 

kinerja SKP sesuai bobot 60% mengalami peningkatan. Untuk nilai rata-rata SKP 

pada tahun 2014 tercatat 99,52, kemudian meningkat menjadi 99,76 pada tahun 2015 

atau sebesar 0,24%, selanjutnya pada tahun 2016 menjadi 99,81 atau meningkat 

sebesar 0,05%. Sedang pada nilai kinerja SKP sesuai bobot 60% tercatat tahun 2014 

yakni 59,71, kemudian menjadi 59,86 pada tahun 2015 atau meningkat 0,24%, dan 

menjadi 59,89 pada tahun 2016 atau meningkat 0,05%. 

Namun nilai kinerja SKP per kegiatan tugas jabatan menunjukkan 

perkembangan yang bervariasi. Pertama, yakni kinerja kegiatan tugas jabatan yang 

terns meningkat secara konsisten. Ini ditunjukkan oleh kinerja kegiatan memeriksa 

fisik persyaratan lambung timbul untuk penerbitan Sertiftkat Garis Muat dalam 

negeri, melaksanakan pengawasan uji berlayar kapal ikan, melaksanakan pengawasan 

keagenan dari dan ke luar negeri (PPKA), dan melaksanakan pengawasan kegiatan 

Stevadoring (Bongkar Muat di Pelabuhan). 

Kedua, yakni kinerja kegiatan tugas jabatan yang fluktuatif. Ini ditunjukkan oleb 

kinerja kegiatan Melaksanakan pengawasan pembangunan kapal ikan, melaksanakan 

pengukuran kapal dengan metode intemasional, dan melaksanakan pekerjaan SPCO 

kapal asing dan kapal Indonesia yang ke luar negeri. 

Ketiga, yakni kinerja kegiatan tugas jabatan yang statis. Ini ditunjukkan oleh kinerja 

kegiatan melaksanakan uji stabilitas kapal dengan jenis kapal ikan, Memeriksa kapal 

untuk perpanjangan sertifikat. 
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b. Nilai Perilaku Kerja Pegawai 

Penilaian lainnya terhadap pemangku jabatan di linglcimgan Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Majene adalah perilaku kerja mereka, Dikemukakan oleh 

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene bahwa : 

"Kinerja Pegawai Negeri SipiJ di lingkungan Unit Penyelenggara Pelabuhan 
Majene dinilai dari 2 (dua) aspek.Yang pertama adalah Sasar~m Kerja Pegawai (SKP, 
dan yang kedua adalah perilaku kerja. Untuk perilaku kerja lebih bersifat subyektif, 
artinya penilaiannya bergantung pada cara pandang pimpinan. Penilaian subyektif 
digabungkan dengan nilai SKP yang sifatnya obyektif' (Hasil Wawancara, Majene, 
22 Desember 20 17). · 

Keterangan tersebut di atas memberi gambaran jika penilaian perilaku kerja 

pegawai pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene sifatnya subyektif, yakni 

bergantung pada pimpinan. Penilaian yang demikian ini· tentu seringkali 

menunjukkan perbedaan antara kondisi obyektif dengan basil penilaian itu sendiri. 

Namun, sisi positif dari cara penilaian yang demikian ini adalah membangun soliditas 

antara pimpinan dengan staf. Karena itu, kunci sukses pelaksanaan tugas-tugas 

instansi sangat bergantung pada keduanya, yakni pimpinan sebagai penilai dan staf 

sebagai pihak yang dinilai. 

Sementara kelemahan yang potensial terjadi dengan cara penilaian subyektif ini 

dapat diimbangi melalui penilaian SKP yang sifatnya obyektif. Hal tersebut juga 

dimungkinkan terjadi karena bobot untuk kedua penilaian ini le~ih besar atau 60% 

pada penilaian aspek SKP, dan lebih kecil atau 40% pada penilaian perilaku kerja 

pegawa1. 

Pada penilaian perilaku kerja ini berbeda dengan penilaian S~.Perbedaannya 

terletak pada item atau unsur yang dinilai. Pada SKP, berbeda unsur yang dinilai 
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tersebut antara pemangku jabatan yang berbeda, karena jenis pekerjaannya memang 

berbeda. Sedang pada penilaian perilaku kerja unsur-unsur yang dinilai, sama bagi 

semua pemangku jabatan. Adapun unsur-unsur yang dinilai pada aspek perilaku kerja 

ada 6 (enam), sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Majene bahwa : 

"Pada penilaian perilaku kerja pegawai, unsur-unsurnya sama bagi seluruh 
pemangku jabatan.Unsur-unsur tersebut ada 6 (enam). Masing-masing unsur tersebut 
adalah orientasi pelayanan atau service orientation, Integritas atau Integrity, 
komitmen, disiplin, kerjasama atau Tim Work, dan kepemimpinan atau leadership". 
Penilaian aspek ini sama unsur-unsurnya untuk setiap jabatan karena keenam unsur 
tersebut memang dibutuhkan pada semua jenis pekerjaan dalam suatu organisasi". 
(Hasil Wawancara, Majene, 22 Desember 2017). 

Ada 2 (dua) tekanan dari keterangan yang dikemukakan di atas.Pertama, 

yakni unsur-unsur yang dinilai pada aspek perilaku kerja yang terdiri dari orientasi 

layanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Yang kedua, 

yakni alasan terhadap pemberlakuan yang sama atas unsur-unsur penilaian ini pada 

jabatan yang berbeda, bahwa memang dibutuhkan pada semua jenis pekerjaan pada 

semua orgarusas1. 

Perkembangan penilaian perilaku kerja pegawai tersebut dapat dilihat dengan 

membandingkan 3 (tiga) pemangku jabatan yang telah dinilai, masing-masing 

Pengelola Data Operasional Fasilitas dan Pelayaran Pelabuhan, Bendahara 

Pengeluaran, dan Petugas Keselamatan Penyelia. Untuk perkembangan penilaian 

perilaku kerja terhadap Pengelola Data Operasional Fasilitas dan Pelayaran 

Pelabuhan, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.9 : Perkembangan Nilai Perilaku Kerja Pengelola Data 
Operasional Fasilitas dan Pelayaran Pelabuban, 2014 -
2016 

Nilai Perilaku Kerja 
No. Unsur Penilaian 

2014 2015 2016 

1 Orientasi Pelayanan 90,00 91,00 92,00 

2 Integritas 76,00 77,00 76,00 

3 Komitrnen 77,00 78,00 77,00 

4 Disiplin 77,00 77,00 77,00 

5 Kerjasama 78,00 79,00 80,00 

6 Kepemimpinan 80,00 81 ,00 82,00 

Nilai Rata-Rata 79,67 80,50 80,67 

Nilai sesuai Bobot 40% 31,87 32,20 32,27 

Sumber D10lah dan data pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 
Majene, 2017 

Jika tabel tersebut di atas dicermati, maka terlihat bahwa nilai rata-rata dan 

nilai sesuai bobot 40% atas perilaku kerja Pengelola Data Operasional Fasilitas dan 

Pelayaran Pelabuhan tahun 2014 - 2016 menunjukkan adanya peningkatan secara 

konsisten. Untuk nilai rata-rata perilak.u kerja, pada tahun 2014 yakni 79,67 kemudian 

menjadi 80,50 pada tahun 2015 atau meningkat 1,04%, kemudian menjadi 80,67 pada 

tahun 2016 a tau meningkat 0,21 %. Sedang untuk nilai sesuai bobot 40%, pada tahun 

2014 tercatat 31,87 kemudian menjadi 32,20 pada 2015 atau meningkat 1,04%, 

kemudian menjadi 32,27 pada tahun 2016 atau meningkat 0,21 %. 

Namun terdapat variasi atas nilai setiap unsur dari perilaku kerja tersebut. 

Pertama, nilai perilaku kerja yang terus meningkat setiap tahun.lni terbaca pada nilai 

orientasi pelayanan, kerjasama dan kepemimpinan.Kedua, yakni nilai perilaku kerja 
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yang statis.lni dapat dibaca pada nilai unsur disiplin.Ketiga, yakni nilai perileku kerja 

yang fluktuatif.Ini dapat dibaca pada nilai unsur integritas dan komitmen. 

Selanjutnya penilaian perilaku kerja ini dapat juga dibandingkan dengan nilai 

yang dicapai oleh pemangku jabatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana pada tabel 

berikut ini. 

Tabel4.10: Perkembangan Nilai Perilaku Kerja Bendahara 
Peogeluaran, 2014- 2016 

Nilai Perilaku Kerja 
No. Unsur Penilaian 

2014 2015 2016 

1 Orientasi Pelayanan 92,00 93,00 94,00 

2 Integritas 77,00 78,00 79,00 

3 Komitmen 77,00 77,00 77,00 

4 Disiplin 77,00 76,00 77,00 

5 Kerjasama 77,00 78,00 79,00 

6 Kepemimpinan 0,00 0,00 0,00 

Nilai Rata-Rata 80,00 80,40 81,20 

Nilai sesuai Bobot 40% 32,00 32,16 32,48 

Sumber : D10lah dart data pada Kantor Urut Penyelenggara Pelabuhan 
Majene, 20 1 7 

Jika tabel tersebut di atas dicermati, mak:a terlihat bahwa nilai rata-rata dan 

nilai sesuai bobot 40% atas perilaku kerja Bendahara Pengeluaran tahun 2014-2016 

menunjukkan adanya peningkatan secara konsisten. Untuk nilai rata-rata perilaku 

kerja, pada tahun 2014 yakni 80,00 kemudian menjadi 80,40 pada tahun 2015 atau 

meningkat 0,50%, kemudian menjadi 81,20 pada tahun 2016 atau meningkat 0,99%. 

Sedang untuk nilai sesuai bobot 40%, pada tahun 2014 tercatat 32,00 kemudian 
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menjadi 32,16 pada 2015 atau meningkat 0,50%, kemudian menjadi 32,27 pada tahun 

2016 atau meningkat 0,99%. 

Namun terdapat variasi atas nilai setiap unsur dari perilaku kerja tersebut. 

Pertama, nilai perilaku kerja yang terus meningkat setiap tahun.lni terbaca pada nilai 

orientasi pelayanan, integritas, dan kerjasama.Kedua, yakni nilai perilaku kerja yang 

statis.Ini dapat dibaca pada nilai unsur komitmen.Ketiga, yakni nilai perileku ketja 

yang fluktuatif.lni dapat dibaca pada nilai unsur disiplin. 

Selanjutnya penilaian perilaku kerja ini dapat juga dibandingkan dengan nilai 

yang dicapai oleh pemangku jabatan Petugas Keselamatan Penyelia sebagaimana 

pada tabel berikut ini. 

Tabel4.11 : Perkembaogan Nilai Perilaku Kerja Petugas Keselamatan 
Peoyelia, 2014-2016 

Nilai Perilaku Kerja 
No. Unsur Penilaian 

2014 2015 

1 Orientasi Pelayanan 92,00 92,00 

2 Integritas 77,00 78,00 

3 Komitmen 77,00 77,00 

4 Disiplin 77,00 77,00 

5 Kerjasama 77,00 78,00 

6 Kepemimpinan 80,00 82,00 

Nilai Rata-Rata 80,00 80,67 

Nilai sesuai Bobot 40% 32,00 32,27 

Sumber : Diolah dari data pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 
Majene, 201 7 

2016 

92,00 

77,00 

77,00 

77,00 

79,00 

83,00 

80,83 

32,33 

43570.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



88 

Jika tabel tersebut di atas dicermati, maka terlihat bahwa nilai rata-rata dan 

nilai sesuai bobot 40% atas perilaku kerja Petugas Keselamatan Penyelia tahun 2014 

- 2016 menunjukkan adanya peningkatan secara konsisten. Untuk nilai rata-rata 

perilaku kerja, pada tahun 2014 yakni 80,00 kemudian menjadi 80,67 pada tahun 

2015 atau meningkat 0,84%, kemudian menjadi 80,83 pada tahun 2016 atau 

rneningkat 0,20%. Sedang untuk nilai sesuai bobot 40%, pada tahun 2014 tercatat 

32,00 kemudian menjadi 32,27 pada 2015 atau meningkat 0,84%, kemudian menjadi 

32,33 pada tahun 2016 atau meningkat 0,19%. 

Namun terdapat variasi atas nilai setiap unsur dari perilaku kerja tersebut. 

Pertama, nilai perilaku kerja yang terus meningkat setiap tahun.Ini terbaca pada nilai 

kerjasama, dan kepemimpinan.Kedua, yakni nilai perilaku kerja yang statis. Ini dapat 

dibaca pada nilai unsur orientasi pelayanan, komitmen, dan disiplin. Ketiga, yakni 

nilai perileku kerja yang fluktuatif.Ini dapat dibaca pada nilai unsur integritas. 

c. Prestasi Kerja Pegawai 

Untuk melihat kualifikasi prestasi kerja pegawai negeri sipil dari setiap 

pemangku jabatan di lingkungan Unit Kerja Pelabuhan Majene, maka sesuai dengan 

araban Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementrain 

Perhubungan. Pada peraturan menteri tersebut dikemukakan bahwa penilaian prestasi 

kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat 

penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai. 

Ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

pegawai berada dalam satu kesatuan penilaian. Hanya saja, cara penilaian antar 

43570.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



89 

keduanya memiliki perbedaan sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Nilai prestasi 

kerja pegawai dimaksud memiliki range dengan kualiftk:asinya masing-masing. Nilai 

tersebut dibuat menjadi 5 (lima) ketegori dengan kualiftkasi yang berbeda. Ketegori 

nilai tersebut menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingk:ungan kementrian 

Perhubungan adalah sebagai berik:ut : 

a. 91 - 1 00 = san gat baik: 

b. 76 - 90 =baik 

c. 61- 75 = cuk:up 

d. 51 - 60 = kurang baik 

e. 50 < = tidak: baik: I buruk: 

Jik:a data kinerja SKP dan nilai perilaku kerja 3 (tiga) orang pemangku jabatan 

yang telah dik:emuk:akan dielaborasi, mak:a dapat dik:emuk:akan prestasi kerja mereka 

peri ode 2014 - 2016 sebagaimana pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.12 : Nilai Prestasi Kerja Tiga Pemangku Jabatan Pada 
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene, 2014 -2016 

Kinerja dan Nilai Pengelola Data 
PeriJaku Kerja Operasional Beodahara Petugas 

Pemangku Fasilitas dan Pengeluaran Keselamatao 
Jabatan Pelayarao Peoyelia 

Pelabubao 
2014 : 
• Kinerja SKP 59,30 60,00 59,71 
• Nilai Perilaku 31,87 32,00 32,00 

Kerja 

Total 91,17 92,00 91,71 
Kualifikasi Sangat Baik Sangat Baik Saogat Baik 

2015 : 
• Kinerja SKP 59,40 60,07 59,86 
• Nilai Perilaku 32,20 32,16 32,00 

Kerja 

Total 91,60 92,23 92,13 
Kualifikasi Sangat Baik Sangat Baik SangatBaik 

2016 : 
• Kinerja SKP 59,80 60,15 59,89 
• Nilai Perilaku 32,27 32,48 32,33 

Kerja 

Total 92,07 92,63 92,22 
Kualifikasi Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 

Sumber Diolah dari data pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 
Majene, 2017 

Data yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa terhadap seluruh 

pemangku jabatan yang menjadi informan penelitian prestasi kerja mereka 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk prestasi kerja pemangku jabatan 

Pengelola Data Operasional Fasilitas Pelayaran Pelabuhan pada tahun 2014 yakni 

91,17 (sangat baik), kemudian meningkat menjadi 91,60 atau naik 0,47%, kemudian 

mencapai 92,07 pada 2016 atau meningkat sebesar 0,51 %. 
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Selanjutnya untuk pemangku jabatan Bendahara Pengeluaran, memiliki 

prestasi kerja pada tahun 2014 yakni 92,00 (sangat baik), kemudian menjadi 92,23 

pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 0,25%, dan pada tahun 2016 menjadi 92,63 

atau meningkat 0,43%. Sedang untuk pemangku jabatan Petugas Keselamatan 

Penyelia memiliki prestasi kerja pada tahun 2014 yakni 91,71 (sangat baik), 

kemudian menjadi 92,13 pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 0,46%, dan pada 

tahun 20 16 menjadi 92,22 a tau meningkat sebesar 0,1 0%. 

d. Faktor Yang Berpengaruh 

Terhadap proses pelaksanaan SKP dan hasil yang dicapai yang dapt 

dikategorikan cukup baik, tentu dipicu oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. 

Terhadap faktor-faktor tersebut, terdapat penilaian dan pandangan yang berbeda 

antara para informan penelitian. 

Terhadap faktor yang berpengaruh ini, dikemukakan oleh Kepala Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Majene bahwa : 

"Secara umum kami memandang bahwa kinerja para pemangku jabatan pada 
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene menunjukkan kemajuan setiap 
tahunnya.Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor.Yang pertama, 
yakni keterbukaan para pegawai menerima perubahan dan perkembangan. Kedua, 
yakni kemampuan pegawai untuk memanfaatkan tolls dan sarana serta parasarana 
yang disiapkan berupa SKP dan pendukungnya dalam melaksanakan tugas dan 
pekerjaannya". (Hasil Wawancara, Majene, 22 Desember 2017). 

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai oleh para 

pemangku jabatan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene, pada 

dasarnya disebabkan oleh kemampuan internal para pegawai pemangku jabatan itu 

sendiri. Kemampuan dimaksud menjelma dalam 2 (dua) bentuk, yakni sikap atau cara 
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pandang yang terbuka pada perubahan, dan kemampuan di dalam memanfaatkan 

instrument pelaksanaan tugas serta sarana dan prasarana pendukung. 

Sedang dalam pandangan para pegawai sebagai pemangku jabatan, 

peningkatan kinerja yang mereka capai setiap tahun tersebut disebabkan oleh 

ketersediaan sarana pendukung, faktor kepemimpinan yang kondusif di lingkungan 

kerja mereka, serta faktor kerjasama antar pegawai. Ini dikemukakan oleh Petugas 

Pengawas Penyelia bahwa : 

"Kinerja yang kami capai dari tahun ke tahun sesungguhnya merupakan 
konfigurasi dari berbagai faktor. Yang kami rasakan ada lab ketersediaan sarana dan 
prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas dan pekerjaan kami.Kemudian yang 
berikut yakni araban pimpinan yang kondusif bagi kami dalam melaksanakan tugas, 
serta juga faktor kerjasama diantara kami sesama pegawai". (Hasil Wawancara, 
Majene, 22 Desember 20 17). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja SKP pemangku jabatan 

di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene dapat meningkat setiap 

tahunnya disebabkan oleh perpaduan 5 (lima) faktor. Kelima faktor tersebut terbagi 

menjadi 2 (dua), yang melekat pada diri para pegawai, dan yang bersumber dari luar. 

Yang melekat pada diri pegawai adalah cara pandang mereka yang terbuka menerirna 

perubahan dan perkembangan, dan kemampuan mereka memanfaatkan tolls SKP. 

Sedang yang bersumber dari luar adalah dukungan sarana dan prasarana, 

kepemimpinan yang kondusif, serta kerjasama sesama pegawai. 

C. Pembahasan 

1. Proses SKP 

Pelaksanaan SKP pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene 

mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementrian Perhubungan.Terdapat berbagai 
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peraturan yang menjadi rujukan dari pelaksanaan SKP tersebut. Rujukan tersebut 

adalah: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Ketja 

Pegawai Negeri Sipil. 

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 201 0 Ten tang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. 

c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 0 I Tahun 2011 ten tang Pedoman 

Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementrian 

Perhubungan. 

d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 101 Tahun 2013 tentang 

Tatacara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Kementrian Perhubungan. 

e. Peraturan Menteri Perhubungan Nom or PM I 00 Tahun 2014 ten tang Peta 

Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian 

Perhubungan. 

Berdasar pada rujukan tersebut di atas, maka pelaksanaan SKP pada Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene dapat dipandang sebagai satu kesatuan 

kegiatan penilaian Prestasi Kerja Pegawai.Dalam konteks tersebut, pelaksanaan SKP 

ini telah dilakukan dengan mengikuti mekanisme, dan prosedur yang telah diatur 

sedemikian rupa. 
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Beberapa hal pokok yang telah dipenuhi dalam pelaksanaan SKP tersebut, dapat 

dik.emukakan sebagai berikut : 

a. Penyusunan SKP 

Ini dilakukan untuk setiap pemangku jabatan di Lingkungan Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene.SKP untuk setiap pemangku jabatan 

paling minimal memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang terdiri atas 

kuantitatif, kualitas, waktu dan biaya. 

SKP untuk masing-masing pemangku jabatan berbeda antara satu 

jabatan dengan jabatan lainnya.lni menunjukkan bahwa penyusunan SKP ini 

memperhatikan karakter, situasi dan kondisi masing-masing tugas pemangku 

jabatan. 

b. Pedoman Tugas Jabatan 

Hasil penyusunan SKP ini kemudian menjadi fungsional baik bagi 

Instansi maupun bagi masing-masing pemangku jabatan.Fungsionalisasi SK.P 

tersebut ditemukan pada penggunaannya sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

pemangku jabatan.SKP ini menciptakan kemudahan untuk bekerja, sebagai 

pemandu dalam bekerja, instrument pengendalian, dan juga pada subtitusi 

pelaksanaan tugas. 

Kemudian pada tingkat instansi, SKP ini juga menjadi pedoman dalam 

mengendalikan setiap pemangku jabatan.Ini dilakukan melalui media laporan 

harian dan laporan bulanan yang disampaikan oleh masing-masing pemangku 

jabatan sebagai tindak lanjut pelaksanaan SKP. 
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c. Pencatatan Hasil Kerja 

Terhadap SKP yang telah ditetapkan dan dilaksanakan untuk masing­

masing pemangku jabatan, kemudian dicatat dalam dok:umen pencatatan basil 

kerja pegawai.Ini dimaksudkan agar setiap kegiatan tugas yang dilaksanakan 

setiap hari, dapat dengan mudah disimpan sebagai bahan menyusun laporan 

bulanan, selanjutnya menjadi laporan tahunan. 

Selain itu, pencatatan basil kerja tersebut juga menjadi instrument 

evaluasi bagi setiap pegawai.lni dapat digunakan untuk setiap hari kerja dan 

mingguan untuk memonitor kemajuan kegiatan tugas jabatan yang telah 

dilaksanakan.Oari sini ada 2 (dua) informasi yang dapat diperoleh pemangku 

jabatan. Yang pertama, yakni terhadap kegiatan tugas jabatan yang targetnya 

masih minim, maka dapat diakselerasi pada hari kerja berikutnya. Yang 

kedua, yakni terhadap kegiatan tugas jabatan yang targetnya lebih, maka 

waktu yang seyogyanya akan digunakan terhadap kegiatan tugas jabatan yang 

demikian, bisa dialihkan untuk mengerjakan kegiatan tugas jabatan yang 

capaian targetnya minim. 

d. Pelaporan 

SKP sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tugas jabatan dan 

instrument pengendalian bagi pimpinan hanya fungsional hila disertai dengan 

adanya pelaporan dari setiap pemangku jabatan.Hal ini tampaknya dipandang 

penting di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara pelabuhan Majene.Ini 

ditunjukkan oleh setidaknya 3 (tiga) hal yang relevan dengan pelaporan 

tersebut. 
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Yang pertama yakni ditetapkannya sistim pelaporan ini sebagai satu 

tahapan dalam pelaksanaan SKP.Kedua, bahwa sebagai suatu sistem maka 

pelaporan SKP ini memiliki standar (format, materi, waktu, danjalur). Ketiga, 

bahwa pelaporan berkala bulanan akan menjadi dokumen evaluasi bagi 

pimpinan dalam perbaikan capaian dari masing-masing pemangku jabatan. 

Sedang untuk laporan tahunan, akan menjadi bahan penilaian terhadap 

prestasi kerja pegawai yang memuat penilaian SKP dan penilaian perilaku 

kerja. 

e. Penilaian 

Kegiatan terakhir sebagai rangkaian dari pelaksanaan SKP adalah 

penilaian.Ini juga telah dilakukan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara 

pelabuhan Majene. Penilaian ini hanya dilakukan sekali dalam setahun 

sebagai akumulasi dari pelaksanaan kegiatan tugas jabatan setiap hari, minggu 

dan bulan. 

Penilaian SKP menjadi satu kesatuan dengan penilaian perilaku kerja 

pegawai.Hal ini mengikuti pedoman penilaian yang telah ditetapkan melalui 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 101 Tahun 2013 tentang Tatacara 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian 

Perhubungan. 

Pemberian nilai terhadap SKP berbentuk nilai kumulatif dengan 

proporsi 60%, sedang terhadap nilai perilaku kerja yakni nilai kumulatif 

dengan proporsi 40%. Dengan cara penilaian yang dilakukan tersebut 

menghasilkan 2 ( dua) cara penilaian yang berbeda sifatnya. Pad a penilaian 
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SKP bersifat obyektif, karena itu kemampuan, kompetensi dan keseriusan 

masing-masing pemangku jabatan menjadi pertaruhan pada cara penilaian ini. 

Sementara penilaian perilaku kerja, sifatnya subyektif atau bergantung pada 

cara pandang pimpinan sebagai penilai. Dari hasil penilaian yang menjadi 

informasi penelitian ini menunjukkan bahwa kedua cara penilaian ini cukup 

berimbang dan saling mensubtitusi, sehingga nilai yang dicapai oleh masing­

masing pemangku jabatan menunjukkan has it yang memadai. 

2. Kinerja Prestasi Kerja Pegawai 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja prestasi kerja pegawai sebagai 

sinergitas antara SKP dan perilaku kerja menunjukkan peningkatan dari waktu ke 

waktu.Peningkatan tersebut terjadi pada kedua komponen penilaian utama, yakni 

SKP dan perilaku kerja. 

Pada kinerja SKP pemangku jabatan, peningkatan terjadi pada pemangku 

jabatan yang berbeda.Kenyataan yang demikian ini menunjukkan bahwa ada 

kesamaan kondisi (equal conditinon) yang dialami oleh para pegawai yang 

menyebabkan kinerja mereka secara bersamaan mengalami peningkatan. 

Tetapi pada pemangku jabatan yang berbeda tersebut terjadi polarisasi 

peningkatan kinerja SKP mereka pada kegiatan tugas jabatan. Polarisasi dimaksud 

mengambil bentuk berupa : 

a. Peningkatan kinerja kegiatan tugas jabatan setiap tahunnya. 

b. Fluktuasi kinerja kegiatan tugas jabatan. 

c. Kinerja kegiatan tugas jabatan yang statis. 

d. Kinerja kegiatan tugas jabatan yang meningkat kemudian menjadim statis. 
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Terhadap kedua fakta utama di atas, yak:ni kinerja SKP kumulatif yang 

meningkat setiap tahunnya dan polarisasi perkembangan kinerja kegiatan tugas 

jabatan tersebut, tentu memiliki penjelasan yang berbeda mengenai sebab-sebab atau 

faktor yang mempengaruhinya. 

Terhadap fakta kinerja SKP kumulatif yang meningkat setiap tahunnya pada 

seluruh pemangk.u jabatan, dapat dipandang sebagai pengaruh dari kelima faktor 

pendukung yang diterima secara sama atau melekat pada setiap pemangku jabatan 

(equal condition). Kelima faktor tersebut adalah cara pandang mereka yang terbuka 

terhadap perubahan, kemampuan memanfaatkan tolls SKP, dukungan sarana dan 

prasarana, kepemimpinan yang kondusif, serta terbangunnya kerjasama diantara para 

pegawai pemangk.u jabatan. 

Sedang untuk polarisasi perkembangan kinerja kegiatan tugas jabatan 

penyebab potensialnya dimungkinkan oleh tingkat kesulitan atau kemudahan dari 

masing-masing kegiatan tugas jabatan tersebut.Misalnya pada jabatan Petugas 

Keselamatan Penyelia, dimana kegiatan tugas jabatan memeriksa kapal untuk 

perpanjangan sertiflkat dengan kinerja yang statis, potensial lebih sulit dibanding 

dengan kegiatan tugas jabatan melaksanakan pengawasan uji berlayar kapal ikan 

dengan kinerja yang terns meningkat (lebih mudah). 

Penjelasan yang demikian ini sekaligus menegaskan bahwa pada setiap jenis 

jabatan dengan berbagai jenis tugas pekerjaan yang ada di dalamnya, berpotensi 

memperhadapkan pemangku jabatan tersebut menemui jenis tugas pekerjaan yang 

lebih mudah dikerjakan, dan juga berpotensi menemukan tugas pekerjaan yang lebih 

sulit dikerjakan. 
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Kemudian terhadap nilai perilaku kerja pegawai yang juga menunjukkan 

peningkatan setiap tahunnya, dapat dijelaskan sebagai hasil dari konfigurasi antara 

perilaku pegawai itu sendiri yang dinilai oleh pimpinan cukup mendukung dalam 

pelaksanaan tugas pekerjaan mereka di satu sisi, serta adanya kepemimpinan yang 

kondusif pada sisi yang lain. 

Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa peningkatan nilai perilaku kerja 

pegawai pemangku jabatan setiap tahunnya di lingkungan Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Majene, disebabkan oleh sikap para pegawai yang terbuka 

terhadap perubahan dan perkembangan, serta kemampuan mereka memanfaatkan 

tolls dan sarana prasarana pendukung yang disediakan oleh instansi mereka yang 

dinilai konstruktif oleh pimpinan mereka. 
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A. Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

100 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kinerja pegawai dalam pelaksanaan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene terlihat dalam 2 (dua) bentuk, 

yakni: 

a. Kinerja SKP pemangku jabatan secara kumulatif setiap tahunnya 

mengalami peningkatan. lni disebabkan oleh konfigurasi faktor cara 

pandang para pegawai yang terbuka menerima perubahan dan 

perkembangan, kemampuan mereka memanfaatkan tolls SK.P dan sarana 

prasarana pendukung, serta faktor kepemimpinan yang kondusif, 

dukungan ketersediaan sarana dan prasarana, dan terbangunnya kerjasarna 

diantara para pegawai pemangku jabatan. 

b. Kinerja kegiatan tugas jabatan sebagai komponen SKP menunjukkan 

polarisasi yang mengambil bentuk berupa peningkatan kinerja kegiatan 

tugas jabatan setiap tahunnya, fluktuasi kinerja kegiatan tugas jabatan, 

kinerja kegiatan tugas jabatan yang statis, kinerja kegiatan tugas jabatan 

yang meningkat kemudian menjadi statis. Polarisasi yang demikian itu 

dimungkinkan oleh tingkat kesulitan atau kemudahan dari masing-masing 

kegj.atan tugas jabatan terse but yang berbeda. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinetja pegawai dalam pelaksanaan 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Majene adalah 

Keterbukaan pegawai menerima perubahan dan perkembangan, kemampuan 

pegawai memanfaatkan tools dan sarana serta prasarana, ketersediaan sarana 

dan prasarana, adanya kerjasama para pegawai serta kepemimpinan yang 

kondusif pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Majene. 

B. Saran 

1. Terhadap faktor-faktor yang berkonfigurasi mempengaruhi peningkatan 

kinerja SKP setiap tahunnya, yakni cara pandang para pegawai yang terbuka 

menerima perubahan dan perkembangan, kemampuan mereka memanfaatkan 

tolls SKP dan sarana prasarana pendukung, serta faktor kepemimpinan yang 

kondusif, dukungan ketersediaan sarana dan prasarana, dan terbangunnya 

kerjasama diantara para pegawai pemangku jabatan, dibutuhkan penelitian 

lebih lanjut untuk membedakan faktor yang berpengaruh secara signifikan 

baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. 

2. Demikian halnya diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendalami 

polarisasi perkembangan kinerja kegiatan tugas jabatan sebagai komponen 

SKP, terutama pada signifikansi pengaruh tingkat kesulitan dan kemudahan 

pelaksanaan masing-masing SKP pada pemangku jabatan yang berbeda. 

3. Untuk keperluan peningkatan kinerja SKP pada pada Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan atau lnstansi pernerintah lainnya, maka perhatian 

terhadap konfigurasi faktor cara pandang para pegawai yang terbuka 
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menerima perubahan dan perkembangan, kemampuan mereka memanfaatkan 

tolls SKP dan sarana prasarana pendukung, serta faktor kepemimpinan yang 

kondusif, dukungan ketersediaan sarana dan prasarana, dan terbangunnya 

kerjasama dian tara para pegawai pemangku jabatan. 
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PANDUAN WAWANCARA 

A. Pengantar 

Dalam rangka penulisan tesis dengan judul "Evakuasi Kinerja Pegawai 

Dalam Pengunaan SKP Pada Kantor Unit Penyelenggaran Pelabuhan 

Majenc" untuk penyelesaian program Studi Magister (S2) llmu Administrasi 

Publik pada Universitas Terbuka Provinsi Sulawesi Barat, maka dilakuk:an 

penelitian pengumpulan data melalui wawancara. 

Terkait dengan hal tersebut, diharap kesediaan Bapak/Ibu sebagai 

respondenlinforman untuk memberi keterangan, inforrnasi dan data yang 

diperlukan. Keterangan, informasi dan data tersebut dijamin kerahasiaannya. 

Dengan kata lain hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah/akademik. 

B. Daftar Perta nyaan 

1. Seperti apa pengorganisasian di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Maneje? 

2. Bagaimana uraian tugas dan fungsi masing-masing pejabat yang ada di 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Maneje ? 

3. Seperti apa gambaran jumlah dan kualifikasi pegawai di di Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Maneje ? 
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4. Apakah setiap tahunnya Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Maneje 

membuat Rencana Kerja ? 

5. Seperti apa isi rencana kerja terse but ? 

6. Apakah setiap pegawai di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Maneje 

juga membuat Rencana Kerja setiap tahunnya ? 

7. Seperti apa isi rencana kerja masing-masing pegawai tersebut ? 

8. Apa hubungan antara Rencana Kerja Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Maneje dengan rencana kerja yang dibuat oleh masing-masing 

pegawai ? 

9. Bagaimana cara atau mekanisme mengendalikan Rencana Kerja Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan Maneje tersebut ? 

10. Bagaimana cara atau mekanisme mengendalikan Rencana Kerja setiap 

pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Maneje tersebut? 
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11. Bagaimana cara atau mekanisme mengevaluasi Rencana Kerja Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan Maneje tersebut? 

12. Bagaimana cara atau mekanisme mengevaluasi Rencana Kerja setiap 

pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Maneje tersebut? 

13. Faktor apa saja yang menunjang pelaksanaan rencana ketja Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Maneje tersebut ? 

14. Faktor apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan rencana kerja Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan Maneje tersebut ? 

15. Dengan adanya penilaian kinerja atau evaluasi terhadap masing-masing 

pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Maneje, seperti apa 

hasilnya? 
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16. Dengan adanya penilaian kinerja atau evaluasi terhadap masing-masing 

pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Maneje, apa 

manfaat yang bisa diperoleh ? 

Majene, ....... ... ..... ........................... 2017 

Responden!Infonnan, 

Catatan: 

Panduan Wawancara ini dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi lapangao, dan 
tetap relevan dengan focus penelitian. 
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